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Menyoal Hubungan DPR dan Rakvyat

ewan Perwakilan Rakyat
D adalaly  lembaga  politik.

Eks nsi DPR ada ka-
rena ada rakyat. Oleh karena itu,
hubungan DPR dengan rakyat
sejatinya adalah hubungan po-
litik. Rakyatlah yang memberi-
kan kekuasaan kepada DPR.
lLembaga DPR melaksanakan ke-
kuasaan itu.

Mengingal kekuasaan memi-
liki kecenderungan untuk me-
nyimpang, maka rakyat mengon-
trol DPR,. baik sccara individu
maupun sccara bersaima-suarmna.
Rakyal jugalah yang akan me-
minta pertanggungjawaban DPR
untuk menentukan apakaly akan
diberi mandal kembali atau tidak
untuk masa jabatan berikutnya.
Oleh karena itu, suara ralyat
kepada DPR adalah suara pem-
beri kekuasaan kepada yang ber-
tugas melaksanakan kekuasaan
ilu, bukan suara untuk meng-
hinakan DPR.

Hubungan DPR dengan rakyat
adalah hubungan politik. Namun,
DPR menggunakan pendekatan
legalistik. Rakyat yang bersua-s
ra—dengan Undang-Undang
MPR, DPE, DI’D, dan DPRD
(MD3) yung baru—dicnrigai akan
merendahkan kehormatan DPR.
Rakyat tidak lagi dilihal scbagai
pemberi kekuasaan, tetapi dilihat
scbagai musuh.

DPR sudah agak keterlaluan!
Sayangnya, Presiden pun, lewat
Kementerian Hukum dan TTAM,
mengamini perilaku DPR keter-
Ialuan  itn. Undang-undang itu
hisa lahir karcna persctujuan
bersama DPR dan pemerintah
(baca: Presiden).

Daulat rakyat,
bukan daulat DPR

DPR periode 2014-2019 ini ki-
nerjanya sangat buruk. Indikator
kuantitatif dan kualitatif me-
nunjukkan hal Lersecbut. Dalam
kurun waktu tiga tahun sampai
2017, jumlali  undang-undang
(UU) yang dihasilkan DPR hanya
19 dari lebih dari 140 UU prioritas
vanyg ditargetkan dalam Program
T.egislasi Nasional (Prolegnas).
Bandingkan dengan DPR periodc
sebelumnya yang masih lebih ba-
ik dengan menghasilkan 104 (U
dari 352 yang ditargetkan.

DPR periode ini juga meng-
alami banyak masulali. Ada kesan
menghalangi pemberantasan
korupsi dengan cara membentuk
Pansus Angket KPK yang dinilai
publik mcrupakan upaya pele-
mahan Komisi Pemberantasan
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Korupsi (KI'K). Keluanya, Setya

Novanto, manjadi tersangka
megakorupsi KT’ elektronik sc
hingga yang bersangkuitan

diganti. Scjumlah anggota DT
Juga terkena kasus korupsi. Da-
lam catatan Forum Masyarakat
Peduli Parlemen Indoncsia (For-
mappi)., hanya selama 2017 saja
ada 10 dugaan pelanggaran kode
etik oleh anggota DPR.

Dengan berbagai masalah ter-
sebut, DPR malah merencanakan
membuat gedung dan kompleks
DR yang lebih meowah untuk
kenyamanan kerjanya. Beberapa
waktu lalu kita juga disuguhi be-
rila ada anggota DPR yang me-
minta untuk dipanggil sebagai
”Yang Terhormalt™ ketika scdang
melakukan rapat dengan salah
satu mitra kerjanyva.

Dengan berbagai masalah itu,
maka kehormatan anggota dan
lembaga DPR mmenjadi rendah.
Penyebabnya anggota DPR sen-
diri. Maka, tingkat kepercayaan
rakyat kepada DPR adalah yang
terendah dibandingkan dengan
lembaga politik lain. Hasil jajalk
pendapat nasional dari Saiful Mu-
jani Research & Consulting
(SMRC) sepanjang  2014-2017
menunjukkan bahwa tingkat ke-
percayaan masyarakat kepada
DPR selalu nomor buncit diban-
dinglkan, misalnya, dengan TIN1
dan KPK.

Di tengah rendahnya kehor-
matan DPR tersebut. angsgola
DPR bersicepal melukukan revisi
UU MD¥3 yang isinya adalah saling
bagi kue kekuasaan antarsesama
mereka. Tidak jelas, misalnya, apa
dampak dari pcnambahan jumlah
kursi pimpinan terhadap kinerja
DI’R. UlJ M D2 juga dipakai DPR
untuk melindungi dirinya, misal-
nya dari pemanggilann KPK.
ang Lerpacabh adalah DPTR ber-
usaha memasang tameng untuk
melindungi dirinya dari ralkyat.
Pasal 122 (1) UU terscbut tegas
akan menghukuin siapa saja yang
dianggap DR merendahkan
kehaormatannya. Apa urgensinya
DPR membuat aturan sepert ini?
Masalah apa yang ingin  dise-
lesaikan DR dengan aturan ter-
sebut? Jawabannya: tak jelas!

Apa yang dimalcsud merendati-
kan kehormatan DPR? Inlerpre-
tasi dasl proses atas soal ini bisa
sangat subycktif. Ia belj)ofex}si
mntuk jadi jurus "Dewa Mabuk™
yang akan mengganyang siapa sa-
jayang bersuaralantang dan tidak
mengenakkan telinga  anggota
DPR. Dan, yang paling parah, ia

akan membuat surut individu
ataupun kclompok dalam ma-
syarakat unltuk bersuara, seka-
lipun anggota DPR mengatakan
mereka tidak antikritik.

Apapula pentingnya membuat.
aluran iniv Kalau ada anggota
DPR yang moerasa dihinakan atau
dicemarkan namanya olch in-
dividu atau keclompok masyara-
kat, bukankah sudah ada aturan
hukum dan pasal yang mengatur
soal pencemaran nama baik? Apa
anggota DPR mcrasa tidak cukup
dengan aturan Llersebut? Kalau
iya, mana kajiannya?

Tampaknya para anggota DPR
lupa balrwa di negara ini sudah
discpakati bahwa yang berdaulat
itu rakyat. Kita menganut daulat
rakyat, hukan daulat DPR.

Para anggota DPR lupa alau
pura-pura lupa kalau mercka
lah wakil rakyat. Secara po-
k mereka bukanlah pcjabat,
melainkan pclayan rakyat. Ke-
hormatan seorang pelayan rakyal
terletak pada kemampuannya
melakukan fugas pelayanan itu
semaksimal mungkin. Bukan de-
ngan mengeluarkan aturan yang

memaksa rakyat untuk meng-
hormati mereka.
Mental anggota DPR masih

mental arnbtenaar (pejatsal
man kolonial) yang merasa ke-
dudukannya lebih tingpi dan le-
bih mulia daripada rakyal.
Seharusnyu anggola DPR itu
merawat  hubungan  politiknya
dengan rakyat, bukan mengem
bangkan pola hubungan yang le-
galistik melalui  instrumen-in-
strumen hukum. Apalagi instru-
men huokum untuk melindungi
kehormatan anggota dan lem-
baga DPR scbetulnyu sudah ada.
Kehormalan anggota DPR
akan terjaga kalau dia terus-me-
nerus berkonsultasi dengan rak-
vat. Mendengarkan apa keluhan
rakyat. Memaklumi jika
ada rakyal yang tak puas. Meng-
erti kalan tak semua rakyat pa-
ham dengan prestasi yang dia
bual scbagai anggota DIPR. Juga
tidak tipis telinga kalau ada rak-
vat yang bersuara lceras. Juga tak
lelah untul mengingatkan rakyal
kalau increka, dalam menyua-
rakan aspirasinya, berpotensi
melanggar hukum, misalnya.
Merawat hubungan politik
memang melclahlkan. Akan
tétapi, memang itulah tugas po-
litisi. Menjadi politisi adalah "pe-
kerjaan” tanpa libur dan tanpa
Jjam kerja. Juun kerja politisi ada-
lalhh 24 jaan sehari dan tujuh h
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scmingeu. Kalau anggota DPR
tidak siap dengan itu, Anda Lidak
pantas atau minimal tidak cocok
menjadi anggota DPR.

Reformasi DPR!

Memang. lembaga DI’R dan
partai politik adalah yang ter-
Iupakan atau dilupakan untuk
direformasi scjak era Reforinusi.
PR sibuk mereforinasi lembaga
lainnya, tetapi lupa alau pura-pu-
ra lupa merctformasi dirinya sen-
diri. DPR kita memang sudah
terlalu lama jauh dari rakyat.
Mereka tampaknya memandang
rakyat hanyalah  sekumpulan
pemberi suara yang mercka per-
lukan lima tahun sekali. 1’ara
anggota DI’R Lampaknya merasa
mereka bukan bagian dari rakyat
sehingpga mereka curiga, rakyat
itu, kalau bersuara, ada niat un-
tuk merendahkan kehormatan
mereka.

Maka, tidak ada jalan lain ke-
cuali harus ada reformasi total
terhadap DPR. Jalan itu harus
dimmulai malahai Pemilihan
Umum 2019. Rakyat harus men-
cermati. partai mana saja yang
sccara malu-malu  ataupun  te-
rang-lerangan -menganggap rak-
vat dalam perspektit permusuh-
an. Ini tidak mudah, memmang.

Hampir scimua parlai tampak-
nya seiring scjalan dalam me-
lindungi kepentingan ma
sing-masing untuk mengaman-
kan kekuasaan imereka. Akan
tetapi, paling lidak rakyat dapat
mencermati, misalnya, anggota
PR mana saja yang terlihal gila
hormat. Apabila yang bersang-
kuluan maju lagi dalam Pemilu
2019, maka harus disuarakan ra
mai-ramai agar dia tidak dipilih
lagi alias dipceat oleh rakyat se-
bagai anggota DPK.

Media dan semua bagian dari
masyarakat sipil (civil society) ha-
rus tanpa lelahh dan masilt me-
nyuarakan agar anggota DPR
yang dckat dengan rakyatlah
vang dipilih. Selanjutnya, jika
anggola DPR scpertl ini yang
terpilih, maka akan lebih mudah
bagi rukyal untuk mendesakkan
urgensi dari perlunya reformasi
PPR, baik dari segi » [Cm mau-
pun keleimbagaannya.

Catatan Redaksi:

Artikel ini merupakan publi-
kasi wdang dari artikel yang samer
yangy  diturunkan  pado Senin
(19-2/2018). Pada publikasi sc
belumnya terdapat kesalafian tek-
s yarng mengganggi.
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